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RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kedudukan korban dalam
sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam pengajuan upaya hukum
banding dan kasasi. Hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya hanya
memberikan hak pengajuan upaya hukum kepada terdakwa dan penuntut umum,
sedangkan korban tidak diakui sebagai pihak yang dapat mengajukan banding atau
kasasi secara mandiri. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena korban
merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana,
baik secara fisik, psikis, maupun materiil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai akses korban dalam pengajuan
upaya hukum banding dan kasasi serta mengkaji pembatasan akses tersebut ditinjau
dari prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan
kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian in1 merupakan penelitian hukum dengan tipe reform-oriented research
dan bersifat perspektif-analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.
Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan
teknik deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
normatif korban belum memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum
banding dan kasasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Meskipun perkembangan
regulasi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah
memperkuat perlindungan terhadap korban, penguatan tersebut masih lebih
berfokus pada aspek perlindungan fisik, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta
belum memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk berpartisipasi dalam
mekanisme koreksi putusan pidana.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan akses korban dalam pengajuan
upaya hukum banding dan kasasi menunjukkan masih dominannya orientasi sistem
peradilan pidana pada hubungan antara negara dan pelaku, sementara kepentingan
korban belum sepenuhnya memperoleh pengakuan prosedural yang memadai. Dari
perspektif keadilan, hak asasi manusia, dan keseimbangan kepentingan, kondisi
tersebut perlu dievaluasi agar sistem peradilan pidana Indonesia lebih responsif
terhadap kepentingan korban tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak
terdakwa. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana ke depan perlu
diarahkan pada penguatan kedudukan korban melalui pengaturan yang lebih
proporsional, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil, seimbang,
dan berorientasi pada perlindungan seluruh pihak yang berkepentingan.
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ABSTRAK
Kata kunci: korban, banding, kasasi, upaya hukum, sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan normatif mengenai akses korban
dalam pengajuan upaya hukum banding dan kasasi dalam sistem peradilan pidana
Indonesia, serta menelaah pengaturan mengenai akses korban tersebut dari
perspektif keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan
kepentingan. Latar belakang penelitian ini adalah masih terbatasnya pengaturan
hukum acara pidana Indonesia yang hanya memberikan hak pengajuan banding dan
kasasi kepada terdakwa dan penuntut umum, sementara korban belum diakui
sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum
tersebut secara mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bertipe reform-
oriented research yang bersifat perspektif-analisis, dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban belum memperoleh pengakuan
sebagai subjek yang memiliki hak prosedural penuh dalam pengajuan banding dan
kasasi. Meskipun perlindungan korban telah berkembang melalui Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturannya masih lebih berfokus pada
perlindungan fisik, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta belum mencakup
perluasan partisipasi korban dalam upaya hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada relasi antara negara dan
pelaku, sehingga kepentingan korban belum terlindungi secara prosedural. Oleh
karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang memberikan ruang
partisipasi yang lebih proporsional bagi korban dengan tetap menjamin hak
terdakwa dan prinsip due process of law.
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ABSTRACT
Keywords: victim, appeal, cassation, legal remedies, criminal justice system.

This research aims to analyze the normative regulation of victims’ access to legal
remedies in the form of appeals and cassation within the Indonesian criminal justice
system, as well as to examine the limitations on such access from the perspectives
of justice, human rights protection, and the balance of interests. The study is
motivated by the fact that Indonesian criminal procedure law still limits the right to
file appeals and cassation to defendants and public prosecutors, while victims are
not recognized as parties with independent legal standing to pursue those remedies.
This research is a legal study employing a reform-oriented and analytical
perspective, using statutory, conceptual, and comparative approaches.

The findings show that victims have not yet been recognized as subjects with full
procedural rights to file appeals and cassation. Although victim protection has
developed through laws on witness and victim protection, such protection remains
focused primarily on physical protection, restitution, compensation, and
rehabilitation, rather than on expanding victims’ participation in legal remedies.
This condition indicates that the Indonesian criminal justice system remains more
oriented toward the relationship between the state and the offender, leaving victims’
procedural interests insufficiently protected. Therefore, reform of criminal
procedure law is necessary to provide more proportionate space for victim
participation, while still safeguarding defendants’ rights and the principle of due
process of law.
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